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ABSTRAK

Pemberi kerja biasanya berorientasi pada keuntungan, pemberi kerja harus memahami
bahwa pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum untuk mendaftarkan pekerjanya
ke BPJS Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat tujuh pelaku usaha
yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tidak mendaftarkan
pekerja tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga merugikan pemberi kerja. Rumusan
masalah dalam penelitian ini merumuskan: 1.Bagaimana pertanggungjawaban pemberi
kerja dalam kepesertaan BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota? 2.Apa saja bentuk
kerugian bagi pemberi kerja dan pekerja jika tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS
di Kabupaten Lima Puluh Kota? 3.Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemberi kerja
yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota?
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian
hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.
Hasil dari penelitian ini: 1.Pemberi. . kerja.di, Kabupaten Lima Puluh Kota harus
mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan-memenuhi kewajiban lainnya.
Kelalaian bisa berakibat pada biaya perawatan, denda, dan kerugian reputasi.
2.Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Ketidakpatuhan berpotensi menimbulkan risiko dan kerugian yang signifikan bagi
pemberi kerja dan pekerja. 3.Penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak
mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan masih belum efektif. Faktor-faktor
seperti keinginan pekerja, struktur. upah, dan kondisi kerja mempengaruhi keputusan
ini. Untuk memastikan semua pekerja mendapatkan haknya, perlu adanya penegakan
hukum yang lebih kuat dan efektif. Pemberi kerja bertanggung jawab atas hak para
pekerja salah satunya mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial, pemberi kerja dan
pekerja bisa mendapat kerugian jika tidak terdaftar dalam BPJS.
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